Menimbang

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan



Mengingat

1.

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayéh
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




' Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
: Indonesia Nomor 6736);

. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);



8.

10.

3

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
(Lembaran  Negara Republik

Dana  Perimbangan
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan

dan Pengawasan
Negara Republik

(Lembaran

Pembinaan

Pemerintah  Daerah
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi

Daerah tentang

Nomor 11

Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2620
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2021 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali: (12,53/2021)
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor

12);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

o

Neraca;

o o

Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

o Utoe)

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Pendapatan Rp. 1.794.178.975.870,13

Belanja Rp. 1.900.663.089.772,11

Surplus / (defisit)Rp. (106.484.113.901,98)

Pembiayaan




Penerimaan Rp. 148.555.759.138,49
Pengeluaran  Rp. 0,00
Surplus / (defisit)Rp. 148.555.759.138,49

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.95.191.539.150,87
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 1.889.370.515.021,00
b. Realisasi Rp. 1.794.178.975.870,13
Selisih lebih / (kurang) Rp. 95.191.539.150,87

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 145.314.716.519,89dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 2.045.977.806.292,00
b. Realisasi Rp. 1.900.663.089.772,11
Selisih lebih / (kurang) Rp. 145.314.716.519,89

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit)
sejumlah Rp.50.123.177.369,02 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Surplus / (defisit) setelah

perubahan Rp. (156.607.291.271,00)
b. Realisasi Rp. (106.484.113.901,98)
Selisih lebih / (kurang) Rp. 50.123.177.369,02

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

berikut :



a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah perubabhan  Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih / (kurang) Rp.

156.607.291.271,00
148.555.759.138,49

8.051.532.132,51

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan  Rp.

b. Realisasi Rp.

Selisih lebih / (kurang) Rp.

0,00
0,00
0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp. (8.051.532.132,51) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih / (kurang) Rp.

Pasal 4

156.607.291.271,00
(148.555.759.138,49)

(8.051.532.132,51)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per

31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.

b.  Jumlah kewajiban Rp.

c. Jumlah ekuitas Rp.
Pasal 5

2.596.557.811.911,02

175.090.861.888,64
2.421.466.950.022,38

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

tahun 2021 sebagai berikut :
Saldo kas awal per 1 Januari 2021  Rp.
Arus kas dari aktivitas operasi Rp.
& Arus kas dari aktivitas investasi/

investasi aset non- keuangan Rp.

31.607.291.271,49
204.398.212.790,52

(310.814.243.692,50)



d. Arus kas dari aktivitas pendanaan/

pembiayaan

Rp. 116.880.384.867,00

e Arus kas dari aktivitas transitoris/

nonanggaran

Rp. 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember

2021

Rp. 42.071.645.236,51

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2021 memuat informasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran |

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

. Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut  Kelompok dan Jenis
Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan
sub kegiatan,;

Rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan  pemerintahan,
organisasi, program, kegiatan dan

sub kegiatan.



d.

Lampiran Il

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca,

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

daftar rekapitulasi piutang daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

daftar (investasi)

penyertaan  modal

daerah;

daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan,



p.

q.

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII :

Lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan daerah:;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;

yang belum

akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

Lampiran XIX daftar kegiatan-kegiatan
diselesaikan sampai
anggaran berikutnya;

Lampiran XX

Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan

b.

Daerah ini.

Ikhtisar  laporan keuangan
daerah/perusahaan daerah

LampiranPeraturan Daerah ini.

badan usaha

tercantum

milik

dalam



¢. Ikhthisar Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.
Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tabanan.

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TR

[ GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI NOMOR :
(6,58/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

[. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.






